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BAB V 

PENUTUP 

5.2  Kesimpulan 

 Kondisi masyarakat Pohuwato pada umumnya memiliki SDM yang masih 

rendah. Jenjang pendidikan yang dilalui hanya sampai SD malahan ada yang tidak 

pernah duduk dibangku SD, ada juga yang putus sekolah akibat biaya. Wilayah 

kerja masyarakat juga hanya pada pertambangan, pertanian, nelayan dan lain-lain. 

Sehingga tidak heran masyarakat mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan 

guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dikaitkan dengan keadaan sekarang semua 

harga bahan pokok naik, kebutuhan anak untuk sekolah, kesemuanya 

mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar 

aturan atau perundang-undangan. 

 Kegiatan-kegiatan pertambangan, baik yang mempunyai izin dan tidak 

masih banyak dijumpai. Peran Pemerintah Daerah masih sangat diperlukan guna 

menetralisir kebijakan masuknya perusahaan dipertambangan pohuwato. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Pohuwato 

masih banyak yang melakukan pekerjaan pertambangan, baik yang mempunyai 

izin dan tidak mempunyai izin (PETI). Macam-macam pertambangan yang di 

lakukan oleh masyarakat Pohuwato untuk pengambilan emas diantaranya 

kabilasa, paretan, pendulangan, talang tanam, sedot, semprot, lubang dan tromol. 

 Tempat untuk pengambilan emas ialah pomutua, kolokoa, ponelo,gunung 

pani, baginite, ilota kanan, ilato kiri, mutiara, dam, borose dan botudulanga. 
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Mengenai sosialisasi, mereka belum mendapat pemberitahuan khusus 

terkait dengan adanya investor/perusahaan untuk mengelola pertambangan rakyat 

yang ada dikebupaten pohuwato. Seperti  yang dikatakan oleh bebepara 

responden, baik dari masyarakat ataupun pemerintahan yang tidak mengiginkan 

tambang tersebut akan dikelolah oleh perusahaan yang diwawancarai oleh 

peneliti. 

 Karena sebagian besar penduduk kabupaten pohuwato melakukan 

pekerjaan pertambangan karena memang penghasilannya lebih besar 

dibandingkan dengan pekerjaan pertanian dan kelautan yang ada dikabupaten 

pohuwato. 

 Menurut peneliti, kegagalan peran pemerintah daerah dalam 

mensejahterakan ekonomi masyarakat penambang emas dilihat lebih dalam besar 

kemungkinan tidak dilaksanakannya suatu aturan tersebut  dikarenakan SDM, 

Substansi Hukum, Kultur hukum dan ekonomi. Timpang tindihnya peraturan 

Pemerintah Daerah (Bupati) dengan Dinas Kehutanan dan pertambangan. 

Sehingga tidak bisa diterapkan dengan mudah kepada masyarakat Kabupaten 

Pohuwato pada khususnya untuk wilayah pertambangan rakyat (WPR). Atau 

setidaknya kebijakan baru yang ditetapkan tersebut menuntut pengorbanan yang 

tidak seimbang ; disatu pihak harus ditekan untuk mentaati dan mengindahkan 

kebijakan pemerintah daerah terhadap pertambangan akan dikelolah oleh 

perusahaan Van Asia yang hanya menyusahkan rakyat penambang akan tetapi 

rakyat selalu mempercayakan pemerintah daerah untuk memperjuangkan terus 

WPR. 
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 Kegitan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ini hanya sebagian kecil dari 

pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Masih banyak kegiatan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhannya melanggar aturan-aturan, sebut saja kegiatan 

penjualan alkohol dan maksiat begitu banyak di Kabupaten Pohuwato. 

 Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Pemerintah 

Daerah dalam hal ini Kepala Camat Buntulia Beliau meminta agar mahasiswa 

memberikan hasil penelitian guna menjadi masukan kepada pemerintah daerah 

apakah perusahaan akan diterima untuk mengelolah pertambangan emas atau ada 

upaya lain yang harus dilakukan pemerintah daerah guna tercapainya ekonomi 

kerakyatan. 

5.3  Saran 

 Untuk Mencegah tejadinya kegagalan perkembangan ekonomi kerakyatan 

di pertambangan kabupaten pohuwato pemerintah harus :  

I. Pemerintah daerah dan DPRD harus bekerjasama agar kebijakan yang 

dikeluarkan bisa efektif tanpa masyarakat merasakan imbas dari 

kebijakan itu. 

II. Pemerintah harus lebih meningkatkan SDM dan melakukan perbaikan 

perekonomian masyarakat. 

III. Pemerintah daerah sebaiknya mengkaji kembali, kebijakan pemerintah 

daerah tentang wilayah pertambangan yang akan dikelola oleh 

investor/perusahaan sebab menurut peneliti terjadi pelanggaran hukum 

dan UU yang dilakukan oleh investor/perusahaan. 
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IV. Mengenai kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Pohuwato No. 2 

Tahun 2006 tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang daerah, 

bukan berarti harus memasukan investor di Kabupaten Pohuwato untuk 

mengambil kekayaan alam yang ada didaerah ini, akan tetapi 

memberikan kebebasan masyarakat untuk mengelolah kekayaan alam 

berupa pertambangan karena imbas dari masuknya invesotor/perusahan 

akan mengakibatkan bahwa masyarakat akan kehilangan wilayah 

pekerjaan. 
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